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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN

BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong penggunaan kendaraan
bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan,
mendukung konversi energi di bidang transportasi, serta
mendukung upaya peningkatan kapasitas produksi
industri kendaraan bermotor dalam negeri, perlu
mengatur kembali pengenaan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah terhadap kendaraan bermotor
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak
yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan
Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang
Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Barang Kena
Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor
yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5069);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BARANG KENA
PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
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2. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, penggantian, nilai
impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk
menghitung pajak yang terutang.

3. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan
Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang
dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan
potongan harga yang dicantumkan dalan Faktur Pajak.

Pasal 2

(1) Barang Kena Pajak berupa kendaraan bermotor dikenai Pajak
Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan kelompok Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah.

(2) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10%
(sepuluh persen), adalah:

a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang
sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi,
dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau
semi diesel), untuk semua kapasitas isi silinder; dan

b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10
(sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station
wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel
atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2),
dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

(3) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20%
(dua puluh persen), adalah:

a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10
(sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station
wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel
atau semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2),
dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan
2.500 cc; dan

b. kendaraan bermotor dengan kabin ganda (double cabin), dalam
bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan
penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan
motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi
diesel), dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2) atau
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dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4), untuk semua
kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima)
ton.

(4) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30%
(tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan
kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa:

a. kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor
bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel)
dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc; dan

b. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan
motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi
diesel), dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4x4), dengan
kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

(5) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40%
(empat puluh persen) adalah kendaraan bermotor untuk
pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi,
berupa:

a. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan
motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak
(4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc sampai
dengan 3.000 cc;

b. kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa:

1. sedan atau station wagon; dan

2. selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua)
gardan penggerak (4x4),

dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan
3.000 cc; dan

c. kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel
atau semi diesel), berupa:

1. sedan atau station wagon; dan

2. selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua)
gardan penggerak (4x4),

dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan
2.500 cc.
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